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ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Pasca
Perceraian Pada Masyarakat Madura”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu
Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian
pada masyarakat Madura dan Penyelesaian terhadap pembagian harta bersama
dalam perkawinan poligami setelah terjadi perceraian pada masyarakat Madura.
Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan
pada sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach),
Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pembagian harta bersama harus
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibagi secara adil sesuai kebutuhan,
misalnya saja jika hak asuh anak berada di pihak mantan isteri maka sang mantan
isteri pasti membutuhkan harta yang lebih untuk menghidupi anak mereka
tersebut. Masalah tidak akan timbul jika sebelum perkawinan telah dibuat
perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta
perolehan antara suami isteri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-
masing mantan suami/isteri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas
nama mereka. Jika terjadi perceraian, seorang hakim haruslah menentukan mana
harta bawaan dari suami dan mana harta bawaan dari isteri, baru kemudian
menentukan mana harta bersamanya dan memperhitungkannya lalu membaginya
50% untuk suami dan 50% untuk isteri, begitu juga dalam kompilasi Hukum
Islam. Dalam Pasal 37UU No. 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian
masing-masing antar suami atau isteri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian
syirkah ini baik cerai hidup  maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat
separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.
Masyarakat Madura yang beragama Islam maka pada hukum Islam dalam
menyelesaikan persoalan harta bersama yakni dengan menggunakan hukum Islam.
Keadilan menurut Islam adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang
berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai
apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi
haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Keadilan menurut Islam
terkait perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami
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ABSTRACT

This thesis is entitled "Division of Joint Assets in Post-Divorce Polygamy
Marriage in Madurese Communities", with 2 (two) main issues, namely the
position of shared assets in polygamy marriages after divorce in Madurese
communities and Settlement of shared assets in polygamy marriages after divorce.
Madurese people. This research is a type of normative research that is research
based on primary and secondary legal sources. The approach used in this study is
the statutory approach, the conceptual approach. The sharing of shared assets must
be in accordance with applicable regulations, divided equally according to needs,
for example, if the custody of the child is on the side of the ex-wife, the ex-wife
will definitely need more assets to support their child. Problems will not arise if
before marriage a marriage agreement has been made which essentially separates
all inherited property and acquisition assets between the husband and wife, then
when the divorce occurs, each ex-husband / wife only obtains property registered
in their name. If a divorce occurs, a judge must determine which is the inheritance
of the husband and which is the inheritance of the wife, then determine which
assets are with him and calculate it and then divide it 50% for the husband and
50% for the wife, as well as in the compilation of Islamic Law. In Article 37UU
No. 1 of 1974 does not stipulate how much each of them is between husband or
wife, both divorced and divorced, but in the Compilation of Islamic Law Articles
96 and 97 regulates the distribution of this syirkah both divorced and divorced,
which each gets half of joint property as long as it is not specified in the marriage
agreement. The Madurese who are Muslim then to Islamic law in resolving the
issue of shared property that is by using Islamic law. Justice according to Islam is
that we should give to all who are entitled to their rights, both personally or in
congregation, or in any value, without exceeding or reducing, so as not to reduce
their rights and not abuse the rights of others. Justice according to Islam is related
to legal protection of joint property in polygamy marriages.
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